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KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka
1. Audit Komunikasi

Istilah audit komuniksi diperkenalkan oleh George Odiorne
melalui karya klasiknya, “An Application of Communication Audit” yang
diterbitkan dalam jurnal Personnel Psychology 7. Dengan menggunakan
istilah audit itu, ia hendak menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi
bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan
sistematik sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan.
Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari  sistem
komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur, sehingga
kualitas dan Kinerja eksekutif, pejabat, staf komunikasi dapat diketahui
dan bila diperlukan dapat diperbaikai secara sistematik, sehingga
efektivititas maupun efisisensi komunikasi dapat meningkat. Rintisan
George Odiorne itu secara umum mendapat sambutan posistif dari
kalangan para ahli komunikasi, karena audit komunikasi dinilai dapat
menunjukkan standar profesionalisasi jasa konsultasi dan kajian
komunikasi dalam dunia perusahaan dan bisnis —rekomendasi perbaikan
dapat diandalkan karena didasari oleh analisis dan interpretasi temuan

riset empiris.t

! Andre Hardjana, Audit Komunikasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Grasindo, 2000) him. 1.
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Gagasan dari George Odiorne ini baru dapat terwujud kedalam

standar profesionalisme yang dimaksud sekitar dua dekade kemudian,
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yakni dengan lahirnya komite audit komunikasi yang dibentuk oleh International
Communication Assotiation (ICA). ICA mampu membangun bank data mengenai
audit komunikasi yang tersususn dari berbagai organisasi. ICA kemudian berhasil
menerbitkan sebuah buku tentang teknik dan prosedur audit komunikasi yang
berjudul —Auditing Organizational Communication: The ICA Communication Audit.
Buku ini menjadi rujukan dari berbagai ahli, perguruan tinggi, lembaga konsultasi
maupun bisnis, sehingga audit komunikasi tampil dengan format standar yang umum.
a. Pengertian Audit Komunikasi
Audit komunikasi dalam perkembangannya tersusun berdasarkan definisi-
definisi yang di sampaikan oleh para ahli sebelumnya. Dalam artikel klasik
berjudul “The Audit of Organizational Communication” Howard Greenbaum,
yang merupakan salah seorang tokoh dalam komite ICA, secara singkat
menjelaskan audit komunikasi sebagai pemeriksaan sistem komunikasi. Secara
lengkap definisi Howard Greenbaum berbunyi sebagai berikut:
A conceptual methodological structure... (which is used) for examination
of communication processes in organization.?

(Sebuah struktur konseptual dan metodologis... (yang digunakan) untuk
pemeriksaan proses-proses komunikasi di dalam organisasi)

Definisi singkat di atas kemudian diberi penjelasan agak panjang tentang

tujuan dan syarat-syarat bagi audit komunikasi yang berbunyi sebagai berikut.

The basic purpose of communication system appraisal is to determine
whether communication network objective and to submite change
proposal relating to communication policies and activities within the
communication system... Most important to any audit review program is
a clear idea of the scope or definition of organizational
communication... The Successful development of a communication audit
program is closely dependent upon the nature of organizational policies,

2 Howard Greenbaum, “The Audit of Organizational Communication”, Academy of Management Journal, Vol.
17, No. 4, 1974, him. 739.
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staff personnel cpabilities, and the level of general organizational
development.?

(Maksud pokok dari sebuah pemeriksaan sistem komunikasi adalah
untuk menentukan apakah tujuan-tujuan dari jaringan komunikasi
tercapai dan untuk menyampaikan ususlan-usulan perubahan yang
berkaitan dengan kebijakan-kebijakan komunikasi dan kegiatan-kegiatan
di dalam sistem komunikasi... Hal paling penting dalam program audit
peninjauan ulang adalah sebuah ide yang jelas mengenai cakupan atau
definisi tentang komunikasi keorganisasian... Pengembangan suatu
program audit komunikasi yang sukses sangat tergantung pada hkekat
kebijakan-kebijakan organisasi, kemampuan staff personalia, dan tingkat
perembangan organisasi pada umumnya.)

Seorang tokoh penting dalam komite ICA yang tersohor, Gerald Goldhaber
dalam buku Organizational Communication (5th edition) yang banyak
digunakan untuk graduate program atau program megister, menjelaskan audit
komunikasi sebagai “pemeriksaan diagnosis” yang dapat memberikan informasi
dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih besar. Dalam
penjelasan tentang audit komunikasi yang diperbandingkan dengan audit
keuangan dan check up diagnosis kedokteran tersebut, Gerald Goldhaber

menulis sebagai berikut.

Just a check up by accountants and physicians provide client with
information necessary to maintain health, so does a communication
audit provide an organization with advance information which may
prevent a major breakdown. Few people would deny the importance of
effective communication in maintaining a healthy organization, but until
recently that a regular communication audit would offer.*

(Sebagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh para
akuntan dan para dokter memberikan informasi yang dibutuhkan untuk
menjaga kesehatan Klien-kliennya, demikianlah audit komunikasi
memberikan informasi dini yang dapat mencegah terjadinya suatau
kehancuran besar. Meskipun hanya sedikit orang yang mengingkari
bahwa komunikasi efektif penting untuk memelihara kesehatan
organisasi, namun sungguh mengherankan bahwa sampai masa-masa
terakhir ini masih sangat sedikit perusahaan yang mau melakukan
pemeliharaan pencegahan dengan memanfaatkan apa yang dapat
diperoleh dari suatu audit komunaikasi.)

3 Ibid.

4 Gerald Goldhaber, Organizational Communication, ed. Ke-5 (Dubuque: Wm. C. Brown Publisher, 1990), him.

344,
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Sungguh disayangkan bahwa kutipan dari buku teks yang klasik di atas
hanya memberikan definisi secara analogis —bukan definisi real atau definisi
konstitutif yang eksplisit. Sebuah definisi yang lebih sederhana tetapi jelas
tentang konsep audit komunikasi disampaikan oleh Jane Gibson dan Richard
Hodgetts dalam bukunya berjudul Organizational Communication: A

Managerial Perspective (2nd edition), berunyi sebagai berikut.

The communication audit is a complete analysis of an organization’s
internal and external communication system. Depanding on the mandate
and interest of top management, it can range from consideration of a
single division to the entire organization climate.®

(Audit komunikasi adalah suatu analisis yang lengkap atas sistem-sistem
komunikasi internal dan eksternal dari suatu organisasi. Ruang lingkup
audit komunikasi dapat meliputi rentang dari sekedar perimbangan atas
salah satu devisi sampai ke iklim organisasi secara keseluruhan; rentang
tersebut tergantung pada mandat dan kepentingan pimpinan puncak
organisasi.)

Anthony Booth dari Inggris dalam bukunya berjudul The Communication
Audit: A Guide for Managers memberikan definisi kerja yang berbunyi sebagai

berikut.

The process whereby the ommunicaions within an organization are
analysed by an internal or external consultant, with a view to increasing
organizational efficiency.®

(Audit komunikasi adalah —proses pembuatan analisis atas komunikasi-
komunikasi di dalam organisasi oleh konsultan internal atau eksternal
dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi.)

Myron Emmanuel, seorang konsultan dari kota New York, dalam buku
konsultasi berjudul Inside Organizational Communication (IABC), memberikan
definisi operasional dengan kandungan arti yang jauh lebih mendalam dan

menyeluruh. Definisi tersebut berbunyi sebagai berikut.

5 Jane Gibson dan Richard Hodgetts, Organizational Communication: A Managerial Perspective, ed. Ke-2 (New
York: Harper Collins Publisher, 1991), him. 453.
6 Anthony Booth, The Communication Audit: A Guide for Managers (UK: Gower Publishing, 1988), him. 8.
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In essence, a communication audit is a comprehensive and thorought
study of communication philosophy, concept, structure, flow and
practice within on organization, be it small or large, profit or nonprofit,
private or public. A communication audi should be able to uncover
information  blockages, organizational hindrance to effective
communication and lost opportunities.’

(Pada dasarnya, audit komunikasi merupakan kajian yang menyeluruh
dan sesksama tentang filsafat komunikasi beserta konsep-konsep,
struktur, arus dan praktek komunikasi dalam suatu oragnisasi, baik itu
organisasi kecil atau besar, organisasi usaha atau nirlaba, dan swasta atau
publik. Suatu audit komunikasi diharapkan dapat menyingkap
kemacetan-kemacetan informasi , hambatan-hambatan terhadap
komunikasi efektif, dan peluang-peluang yang disia-siakan.)

Sedangkan Andre Hardjana dalam bukunya berjudul “Audit Komuniaksi:
Teori dan Praktek” memberikan definisi sebagai berikut: “Audit komuniaksi
adalah kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem
komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan

efektivitas organisasi”.®

Dari definisi-definisi yang tersaji di atas baik yang dibuat oleh kalangan
akademisi maupun ahli konsultasi dapat dicatat beberapa hal penting sebagai

berikut.

1) Audit komunikasi merupakan sebuah kajian yang kompleks, luas dan
mendalam.

2) Ruang lingkupnya meliputi seluruh komunikasi keorganisasian —internal dan
eksternal —dengan penekanan pada komunikasi internal.

3) Objek kajian adalah satuan sistem yang dapat berupa organiasi secara
keseluruhan, subsistem, seperti devisi atau unit Kkerja, ataupun kegiatan

komunikasi khusus, seperti kampanye dan program-program pelatihan.

7 Myron Emmanuel, “Auditing Communication Practices”, dalam Carol Reuss dan Donn Silvis (eds), Inside
Organizational Communication: A Managerial Perspective, Ed. Ke-2 (New York: Longman Inc, 1985), him. 46.
8 Andre Hardjana, Audit Komunikasi:...., him. 13.
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4) Kajian dilakukan oleh spesialis —baik staf internal organisasi, akademisi,
atau konsultan profesional —yang memiliki keahlian interdisipliner,
khususnya di bidang organisasi, manajemen, dan bisnis serta ilmu
komunikasi.

5) Kajian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni meningkatkan
efektivitas organiasi, sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat
dinyatakan sebagai rencana kerja.

6) Sebagai kajian, audit komunikasi memberikan manfaat maksimal bilamana
dilakukan secara periodik dan bukan hanya pada saat timbul persoalan
besar.

7) Fokus kajian terutama tertuju pada penemuan masalah-masalah dan faktor-
faktor yang dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas
sistem komunikasi.

b. Alasan dan Tujuan Audit Komunikasi

Alasan maupun tujuan audit komunikasi perlu dirinci sesuai dengan
kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh organisasi —baik secara internal
maupun eksternal. Situasi internal misalnya, dapat berubah karena terjadinya
penambahan karyawan dan pergantian pejabat dalam rangka pengembangan
organisasi. Dan situasi eksternal umumnya berubah karena terjadinya perubahan
kebijakan pemerintah dan peningkatan persaingan —baik persaingan domestik
maupun internasional.

Dalam praktek, alasan dan tujuan mengapa audit komunikasi dilaksanakan
oleh organisasi dijabarkan dan dirinci secara teknis dan praktis. Penjabaran dan
rincian tersebut bersifat khas, karena harus disesuaikan dengan keistimewaan

situasi dan kebutuhan yang muncul. Di antara sejumlah tujuan penting yang
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banyak dikemukakan oleh para eksekutif untuk melakukan audit komunikasi,
adalah untuk memperoleh informasi tentang “muatan informasi dalam kaitannya
dengan topik-topik penting, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi
dan kualitas komunikasi”, karen muatan informasi dalam bentuk kelebihan
muatan (overload) atau kekurangan muatan (underload) merupakan sumber
distorsi paling besar dalam sistem komunikasi. hal demikian ternyata tidak hanya
sering dialami oleh perusahaan-perusahaan besar seperti di Amerika Serikat,
tetapi umum dikalangan perusahaan menengah dan kecil seperti di negara-negara
berkembang. Secara garis besarnya sejumlah tujuan yang sering disebutkan oleh
para eksekutif perusahaan untuk mengadakan audit komunikasi, antara lain:

1) Menentukan “lokasi” dimana kelebihan muatan informasi (overload)
ataupun kekurangan muatan informasi (underload) terjadi berkaitan dengan
topik-topik, sumber-sumber, dan saluran-saluran komunikasi tertentu.

2) Menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan oleh dan/atau kepada
sumber-sumber informasi.

3) Mengukur kualitas hubungan-hubungan komunikasi, secara khusus
mengukur sejauh  mana kepercayaan antarpribadi (trust), dukungan,
keramahan, dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan dilaksanakan.

4) Mengenali jaringan-jaringan yang aktif-operasional untuk desas-desus
(rumor), pesan-pesan  sosial, pesan-pesan kedinasan, kemudian
dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi atau jaringan yang
dibentuk sesuai dengan bagan organisasi.

5) Mengenali sumber-sumber kemacetan arus (bottlenecks) arus informasi dan
para penyaring informasi (gatekeepers) dengan memperbandingkan peran-

peran komunikasi dalam praktek, seperti penyendiri (isolate), penghubung
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7)

8)
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(liaison), anggota-anggota kelompok (group members) dengan peran-
perannya yang seharusnya sebagaimana diharapkan oleh bagan organisasi
dan uraian tugas.

Mengenali kategori-kategori dan contoh-contoh tentang pengalaman-
pengalaman dan peristiwa-peristiwa komunikasi yang tergolong positif atau
tergolong negatif.

Menggambarkan pola-pola komunikasi yang terjadi pada tingkatan pribadi,
kelompok, dan organisasi dalam kaitanya dengan topik-topik, sumber,
saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi.

Memberikan rekomendasi-rekomendasi  tentang perubahan ataupun
perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek-
praktek kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis

Audit Komunikasi.?

Tujuan untuk mengadakan audit komunikasi —sebagaimana disebutkan

diatas —berkaitan dengan alasan mengapa audit komunikasi itu dibutuhkan.

Dengan mempertimbangkan hubungan antara kedua hal itu, Myron Emmanuel

sebagai seorang konsultan senior yang sudah berpengalaman di New York

menyusun sebuah daftar dari sejumlah alasan yang paling sering diajukan oleh

eksekutif perusahaan yang menjadi kliennya —dari yang umum, yakni “ingin

mengetahui apakah program komunikasi berjalan baik” sampai alasan khusus

“ingin membangun landasan untuk pembangunan dan perencanaan kebijakan

komunikasi baru”. Alasan-alasan tersebut secara lengkap, antara lain:

1)

Ingin mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik;

% Ibid., him. 15-17.
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5)

6)

7)

8)

9)
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Ingin membuat diagnosis tentang masalah-masalah yang terjadi ataupun
yang potensial dapat terjadi, dan peluang-peluang apa yang terbuang
percuma;

Ingin melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan baru dan praktek-praktek
komunikasi yang terjadi;

Ingin memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan-tindakan
operasional lainnya —baik pada tingkat organisasi maupun pada tingkat unit
lokal,

Ingin menyusun anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan komunikasi;
Ingin menetapkan sebuah patok banding (benchmark);

Ingin mengukur kemajuan dan perkembangan dengan menggunakan patok
banding yang sudah ditetapkan;

Ingin mengembangkan dan melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi dalam
organisasi;

Ingin membangun landasan dan latar belakang guna pengembangan

kebijakan dan perencanaan komunikasi baru.

Dengan kesadaran tentang adanya kebutuhan untuk melakukan audit

komunikasi dan menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, eksekutif

perusahaan atau organisasi masih harus menetapkan kapan audit komuniaksi

tersebut harus dilakukan, misalnya seberapa mendesak audit itu harus

dilakukan. Namun dalam penetapan waktu yang tepat ini juga tidak dapat

mengabaikan pertimbangan praktis untuk pelaksanaannya.

c. Saat Tepat Melaksanakan Audit Komunikasi

10 Ibid., hlm. 17-18.
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Pilhan waktu yang tepat berkaitan erat dengan alasan, tujuan maupun
pertimbangan praktis dari audit komunikasi yang hendak dilakukan. Myron
Emmanuel mencatat, setidaknya ada sembilan situasi yang membuat eksekutif
perusahaan membutuhkan audit komunikasi. Salah satunya yang paling penting
adalah situasi pahit yang harus dihadapi oleh seorang eksekutif, yakni ketika ia
menemukan “program-programnya kehilangan kredibilitas” sehingga tidak
menggigit lagi, padahal ia tidak mengetahui secara jelas “apa yang menjadi
persoalan”. Situasi lain lagi adalah ketika organisasi terpojok, sehingga eksekutif
terpaksa “melakukan pemangkasan program dan anggaran”. Situasi-Situasi yang
menuntut audit komunikasi itu semuanya merupakan peristiwa penting yang
menimbulkan dampak besar pada organisasi sedang kejadiannya tidak dapat
terelakkan. Berikut adalah saat tepat penyelenggaraan audit komunikasi (di
Amerika Serikat)!!, antara lain:

1) Bila eksekutif organisasi menyadari bahwa beberapa programnya
kehilangan kredibilitas, tetapi kesulitan untuk mengetahui atau menemukan
apa persoalan-persoalannya secara pasti;

2) Bila muncul kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan ataupun kebiasaan
baru;

3) Bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun
restrukturisasi organisasi —termasuk fungsi komunikasinya;

4) Bila eksekutif membutuhkan peraturan dan ketentuan baru tentang

komunikasi dan anggaran;

1 Ibid., him. 18-19.
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Sebelum eksekutif melakukan merger dengan perusahaan lain atau akuisisi —
baik mengakuisisi atau diakuisisi; fokus penting dalam hal ini adalah budaya
organisasi dan iklim organisasi;

Sebelum pelaksanaan kepengurusan baru atau pelaksanaan perubahan-
perubahan;

Bila terjadi kerusuhan dan keresahan dikalangan karyawan —gerakan
ketidakpuasan dan mampetnya komunikasi;

Bila kehidupan ekonomi dan bisnis merosot —termasuk pemutusan hubungan
kerja atau PHK.

Sebelum melakukan pemangkasan beberapa program dan penghematan

dana.

Perlu kiranya dicatat bahwa kesembilan peristiwa di atas berkaitan erat

dengan membangun landasan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian,

yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan besar. Jadi audit komunikasi

dilakukan sebagai langkah antisipatif. Berbeda dengan kebiasaan organisasi-

organisasi perusahaan Amerika Serikat yang antisipatif, perusahaan-perusahaan

Inggris menurut Anthony Booth umumnya melaksanakan audit komunikasi

tidak hanya sebelum, tetapi juga sesudah terjadinya peristiwa penting. Menurut

pencatatan para konsultan di Inggris, audit komunikasi dibutuhkan pada waktu

menjelang atau sesudah salah satu atau kombinasi dari peristiwa-peristiwa

besar.!? Berikut adalah waktu yang tepat untuk melakukan audit komunikasi di

Inggris, antara lain:

1)

2)

Sebelum melakukan restrukturasi atau rasionalisasi perusahaan;

Sesudah melakukan restrukturasi atau rasionalisasi perusahaan;

12 Ipid., hlm. 19.
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3) Bila terdapat kebutuhan untuk meningkatkan motivasi karyawan;

4) Bila tagihan telpon dan lain-lain tiba-tiba melonjak dan dirasa terlalu tinggi;

5) Bila konsumen dan para pelanggan menemui kesulitan untuk mengontak
devisi penjualan;

6) Bila sedang mengembangkan rencana-rencana dan strateg-strategi jangka
panjang;

7) Bila terjadi perbedaan pandangan antara para manajer dan karyawan tentang
beberapa hal penting, seperti pemogokan buruh dan selisih antara buruh dan
manager yang disebabkan oleh kesalahan sikap atau tindakan atasan;

8) Sebelum membuat keputusan penting tentang pengadaan alat-alat
komunikasi baru;

9) Bila dinilai terlalu banyak beredar memo yang simpang siur dan isinya tidak
relevan;

10) Sesudah jumlah karyawan yang keluar-masuk (turnover) dinilai terlalu
tinggi;

11) Bila muncul masalah-masalah besar dalam komunikasi organisasi

12) Sudah tiba waktunya untuk melakukan pemeriksaan rutin atas pelaksanaan

sistem komunikasi.

Dari “kedua daftar saat tepat” dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
audit komunikasi dapat dilakukan kapan saja —pada dan antara —sepanjang garis
penghubung antara dimensi persoalan dan perencanaan (problem-planning
dimension). Di satu pihak audit komunikasi dapat dilakukan bila muncul
persoalan berat yang harus dipecahkan, di lain pihak audit komunikasi
dibutuhkan untuk memperoleh gambaran pada saat kini yang dapat digunakan

sebagai pangkal pengembangan perencanaan komunikasi. Informasi tersebut
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sangat penting dan berharga untuk merencanakan apa sasaran atau tujuan untuk

kedepannya dan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut.

d. Tujuan Efektivitas Sistem Komunikasi

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi-definisi yang dikutip sebelumnya —
audit komunikasi mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini selain dinyatakan secara
tegas “untuk meningkatkan efektivitas organisasi” juga diimplikasikan oleh
penggunaan istilah “kajian” —bukan riset evaluasi, pemeriksaan atau pengujian.
Peningkatan efektivitas organisasi —bukan efisiensi organisasi —dinyatakan
sebagai tujuan, karena pengertian secara fungsional kinerja suatu sistem
ditentukan oleh kejituan dalam pencapaian sasaran. Bila sistem tidak mencapai
sasarannya kemungkinan karena arahnya salah, menyimpang dari kebijakan,
salah pengertian, dan menyalahi jadwal waktu. Dengan kata lain, audit
merupakan kajian apakah sistem yang dilaksanakan benar. Bilamana hasil audit
menunjukkan sistemnya salah, sistem itu harus diperbaiki, diubah, bahkan
diganti. Oleh karena itu hasil audit perlu dinyatakan sebagai kesimpulan dan
rekomendasi yang dilengkapi dengan rencana kerja yang merupakan bentuk dari
cara tepat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan dari kebenaran sistem
—yakni sistem efektif —organisasi dapat mencapai efisisensi kerja, karena
melakukan kegiatan dengan benar. Kalau kajian tentang efektivitas sistem ini
dilakukan secara periodik, maka akan diketahui kelemahan-kelemahan dan
kekuatan-kekuatan dalam sistem, faktor-faktor penting yang memberi pengaruh,
dan kekuatan-keuatan mana saja yang muncul dari waktu ke waktu. Dengan
demikian kelemahan-kelemahan sudah dapat diketahui sebelum menjadi
pengganggu atau penghambat, sehingga tidak menjadi kekuatan yang

melumpuhkan sistem atau bahkan menghancurkan sistem. Selain itu audit yang
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dilakukan secara periodik dapat menunjukkan dinamika faktor-faktor dan
kecenderungan, sehingga hasil audit dapat digunakan untuk mengantisispasi
masa depan.

Bilamana unsur pemeriksaan dan pengujian gejala dalam kerja kesisteman
ditonjolkan dalam audit, maka audit komunikasi dapat dipahami dalam dua cara,
yakni sebagai alat diagnosis dan alat riset evaluasi, pandangan pertama —audit
komunikasi sebagai alat diagnosis —dicetuskan dan berulang kali ditekankan oleh
Gerald Goldhaber. Audit komunikasi kemudian dianggap sama dengan
pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan secara periodik agar dapat
memberikan manfaat sebagai upaya-upaya pencegahan penyakit dalam rangka
pemeliharaan kesehatan. Singkatnya tujuan audit komunikasi sebagai sebuah
diagnosis lebih menekankan “menjaga efektivitas” daripada “meningkatkan
efektivitas”.*®

Pandangan kedua —audit komunikasi sebagai riset evaluasi —umumnya
dianut oleh para penulis buku-buku teks tradisional seperti Tom Daniels dan
Barry Spiker yang menyebutnya dengan istilah Organizational Communication
Evaluation (OCE) dalam OCE peneliti melakukan dua hal, yakni, (1)
mengumpulkan dan menganalisa data tentang sistem dan praktek komunikasi
dalam organisasi dan (2) menunjukkan kondisi dan nilai yang digunakan sebagai
kerangka interpretasi atas data yang sudah dianalisis tanpa melengkapi
rekomendasi dan rencana kerja sebagai implikasi dari OCE tersebut. Kegiatan
OCE terutama hendak menonjolkan efektivitas fungsional dari sistem yang

dibangun oleh organisasi.*

3 Ibid., hlm. 22.

4 Ibid.
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Bila kajian menonjolkan kemungkinan pergantian sistem sebagai
implikasinya, audit komunikasi juga dapat dilihat sebagai analisis sistem dan
perubahan sistem seperti yang dikemukakan oleh Wayne Pace dan Don Faulus.
Dengan pengertian ini kedua penulis membagi kegiatan komunikasi menjadi dua
bagian, (1) Profil Komunikasi Keorganisasian (PKK) yang dalam bahasa Inggris
dengan singkatan OCP (Organizational Communication Profile), dan (2)
Strategi Perbaikan Efektivitas Kesisteman (SPEK), dalam bahasa Inggris dikenal
dengan singkatan SISE (Strategies for Improving Systems Effectiveness).
Pandangan tentang audit sebagai analisis sistem dan perubahan sistem dapat
menimbulkan anggapan bahwa audit komunikasi hanya dilakukan bilamana
timbul masalah besar, sehingga sistem tidak dapat berfungsi dengan baik dan
harus diubah dan diganti dengan sistem baru.®

Meskipun tujuan dari audit komunikasi adalah meningkatkan efektivitas
komunikasin organisasi, perlu memasukkan pengertian efisiensi sebagai
implikasi dari efektivitas yang secara eksplisit dicantumkan dalam definisi
adalah untuk menunjukkan bahwa urusan audit komunikasi, terutama merupakan
tanggung jawab eksekutif. Sebagai pejabat manajemen puncak yang harus
menggerakkan organisasi untuk mencapai kinerja tinggi dengan sumber-sumber

daya yang terbatas dan dalam situasi apapun yang dihadapi oleh organisasi.

e. Manfaat Audit Komunikasi bagi Organisasi
Dengan tujuan yang dapat dirumuskan sebagai “peningkatan efektivitas
komunikasi organisasi”, audit komunikasi dapat membawa manfaat manajerial

keorganisasian dan memberikan sumbangan ilmiah. Sumbangan ilmiah hasil

15 Ibid., hlm. 22-23.
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audit komunikasi sebagaimana dirumuskan dalam ICA: Communication Audit

oleh Gerald Goldhaber dan Donald Rogers dapat dirinci sebagai berikut.®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mengukur secara tepat arus informasi, isi pesan, dan sikap maupun persepsi
penanggung jawab tentang kedua hal tersebut;

Memberikan data empiris yang akurat tentang sikap, persepsi dan, perilaku
komunikasi;

Menggunakan berbagai teknik pengukuran, dan kemungkinan untuk
penggunaan suatu gabungan antara berbagai teknik pengukuran tersebut
dalam pengumpulan data;

Membuat pengukuran komunikasi dalam jangka waktu panjang dan
berulang-ulang;

Menggunakan prosedur baku dalam penerapan alat-alat, dan dalam
pengumpulan data dan maupun analisis data;

Memungkinkan penggunaan prosedur penggunaan alat-alat dan teknik-
teknik khusus sebagai masukan bagi kebutuhan keorganisasian klien tanpa
mengorbankan prosedur baku untuk memperbandingkan sistem-sistem
organisasi;

Menggunakan tenaga ahli yang dididik dan dilatih secara profesional,
sehingga mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi dalam
melakukan audit komunikasi untuk membuat rancangan audit dan
memberikan pengarahan untuk pelaksanaannya;

Menggunakan program komputer untuk membuat analisis dan laporan

umpan balik bagi organisasi klien;

18 Ibid., him. 25.



47

9) Melakukan perbandingan antara organisasi-organisasi sejenis berdasarkan

data dan analisis tentang sikap, persepsi, dan perilaku komunikasinya.

Sejalan dengan rincian tentang manfaat ilmiah diatas, sejumlah manfaat
praktis yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen komunikasi yang
secara ringkas dapat dirumuskan menjadi “peningkatan efektivitas komunikasi
organisasi”’, rincian manfaat manajerial praktis dari audit komunikasi, antara

lain:

1) Untuk membandingkan status sistem komunikasi antara sebelum
pengukuran dan sesudah pengukuran dilakukan guna menentukan dampak
dari program-program komunikasi baru;

2) Untuk mengetahui dan mengukur dampak dari program-program yang
sedang berlangsung, sebagaimana dituntut oleh semua organisasi yang baik;

3) Untuk membandingkan data sebelun survei dan sesudah survei dilakukan
guna menentukan dampak dari inovasi-inovasi  keorganisasian
(restrukturisasi, penambahan komputer, program-program pengembangan
organisasi)

4) Untuk mengetahui dan menentukan struktur organisasi sebagai alat dari
suatu organisasi yang sukses;

5) Untuk mengetahui dan menentukan kelompok-kelompok kunci dalam
kegiatan komunikasi sebelum dilakukan restrukturisasi —terutama penting
bagi organisasi raksasa sebelum menugaskan pejabat atau staf di luar negeri;

6) Untuk mengetahui dan menentukan pos-pos biaya komunikasi yang penting
(telepon, rapat, prangko, perjalanan udara), bila hendak melakukan ekspansi

perusahaan keluar negeri;
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7) Untuk mengembangkan program-program pelatihan komunikasi yang baru
guna mengatasi persoalan-persoalan yang ditemukan dalam audit

komunikasi.

Tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat audit komunaikasi yangterangkum
dalam ICA Audit itu dapat dicapai dan diperoleh, bila audit komunikasi
dilakukan secara seksama dan konsisten dengan mengikuti kaidah-kaidah
ilmiah, sehingga dapat menghasilkan informasi yang valid dan reliable —absah
dan terpercaya -tentang segenap sistem-sistem komunikasinya. Dengan
menggunakan informasi tersebut, eksekutif organisasi menjadi sadar dan tahu
tentang berbagai perilaku dan kegiatan yang terjadi di antara segenap anggota

organisasi.

Model Audit Komunikasi dalam Perspektif Profil Komunikasi Keorganisasian
(PKK)

Profil komunikasi keorganisasian (organizational communication profile,
disingkat OCP) pada dasarnya merupakan model analisis fungsional sistem
organisasi (Functional Organizational System Analysis), “analisis fungsional”
secara sederhana dapat diuraikan sebagai “penggunaan pengetahuan dari ilmu
sosial untuk memeriksa keadaan masa kini (dalam) suatu organisasi yang
dimaksudkan untuk mencari jalan-jalan yang dapat digunakan untuk
memperbaikinya”. Secara teknis, analisis fungsional dapat dikatakan sebagai
pencarian dimana kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses yang dapat
membantu peningkatan efektivitas organisasi.

Langkah-langkah pelaksanaan analisis Profil Komunikasi Keorganisasian

(PKK) disusun berdasarkan tujuh variabel penting yang mempunyai pengaruh
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besar pada sosok komunikasi dalam praktek. Ketujuh variabel dan komponen-

komponen pokok didalamnya adalah sebagai berikut:’

a.

Kepuasan organisasi (Kerja, Supervisi, Gaji dan Tunjangan, termasuk
fasilitas, Promosi karyawan, Teman sejawat-sekerja);

Iklim komunikasi (Saling percaya, Partisipasi dalam pembuatan keputusan,
Pemberian dukungan, Keterbukaan dalam komunikasi ke bawahan,
Kerelaan mendengar komunikasi dari bawahan, Keprihatinan untuk tingkat
kinerja tinggi);

Kualitas media (Daya tarik untuk dibaca, Cocok atau sesuai Efisien,
Terpercaya atau dapat diandalkan);

Kemudahan perolehan informasi (Atasan langsung, Atasan lebih tinggi,
Kelompok, Bawahan, Dokumen-penerbitan, Obrolan lisan);

Penyebaran informasi (dalam struktur organisasi, informasi penting/khusus,
informasi tentang peristiwa terkini);

Muatan informasi (kecukupan informasi, kekurangan informasi, kelebihan
informasi, kelewatan informasi); dan

Kemurnian pesan (perbedaan antara pesan yang dimengerti dan yang
sebenarnya ada, distorsi: kesalahan dan penghapusan pesan).

(Budaya organisasi; variabel ini khusus terdapat dalam kuesioner PKK yang

dikembangkan oleh Brent Peterson dan Wayne Pace.)

2. Implementasi Program

7 Ibid., hlm. 50 — 54.
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Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab yang secara tegas menyebutkan
bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan
dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan
implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara
nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah
dirancang sebelumya. 8

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab Implementasi adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau keputusan badan peradilan. °

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab Implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 2°

18 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Malang Press, 2008), him. 187.
19 pid., him. 68.
20 pid., him. 65.
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Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.
Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa
“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.?

Sedangkan implementasi program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
proses penyelenggaraan atau pelaksanaan yang didasarkan dari suatu program atau
paradigma pendidikan dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang didalamnya memuat
objek penelitian ini tentang integrasi keilmuan dan keislaman.

Integrasi Keilmuan dan Keislaman

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris —
integrate; integration- yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi
integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan?®?atau penyatuan menjadi satu
kesatuan yang utuh; pemaduan.?®

Adapun secara terminologis, integrasi ilmu adalah pemaduan antara ilmu-ilmu
yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu, dalam hal ini penyatuan antara ilmu-ilmu
ilmu-ilmu yang bersifat umum dengan ilmu-ilmu yang bercorak agama.

Integrasi ilmu umum dan ilmu agama ini adalah upaya untuk meleburkan
polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pengkutupan antara
agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan ilmu sebagai sumber
kebenaran yang independen pula. Hal ini karena —sebagaimana dijelaskan diawal
pendahuluan- keberadaannya yang saling membutuhkan dan melengkapi. Seperti
yang dirasakan oleh negara-negara di belahan dunia sebelah Barat yang terkenal
canggih dan maju di bidang keilmuan dan teknologi, mereka tergugah dan mulai

menyadari akan perlunya peninjauan ulang mengenai dikotomisme ilmu yang

21Syafruddin Nurdin dan Usman Basyiruddin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat
Press, 2003), him. 7.

2john M.

him. 326.

Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),

Zpjus A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), him.264.
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terlepas dari nilai-nilai yang di awal telah mereka kembangkan, terlebih nilai religi.
Agama sangat bijak dalam menata pergaulan dengan alam yang merupakan
ekosistem tempat tinggal manusia.

Meninjau begitu pentingnya kapasitas agama dalam kehidupan manusia, maka
sepatutnya agama dikembangkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Karena
perkembangan ilmu yang tanpa dibarengi dengan kemajuan nilai religinya,
menyebabkan terjadinya kesenjangan, jurang. Akibat meninggalkan agama, ilmu
secara arogan mengeksploitasi alam sehingga terjadi berbagai kerusakan ekosistem.?*

Perspektif filosofis Integrasi keilmuan dan keislaman di Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan konsep integrated twin towers menunjuk pada
kematangan personal yang dibangun dari tersambungnya dua rumpun dari beragam
nalar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa tasawuf,
kematangan personal dimaksud di antaranya ditandai oleh tersemainya nalar wijdani
atau “sadar kata hati” (taste of conscientiousness) pada satu sisi dan nalar irfani atau
“sadar budi” (taste of piousness) serta nalar wahabi atau “sadar lelaku” (taste of
intelligence) pada sisi lainnya.?

Dengan demikian, konsep integrated twin towers diatas bergerak bukan dalam
kerangka Islamisasi ilmu pengetahuan (sosial-humaniora serta sains dan teknologi),
melainkan Islamisasi nalar yang dibutuhkan untuk terciptanya tata keilmuan yang
saling melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, serta sains dan
teknologi. UIN Sunan Ampel Surabaya melihat Islamisasi nalar lebih bernilai
strategis daripada Islamisasi ilmu pengetahuan karena wilayah geraknya lebih

bersifat hulu daripada hilir bagi upaya pemecahan persoalan masih berjaraknya

Z4plim Roswantoro, Mengukir Prestasi di Jalur Khusus, (Yogyakarta: Pendi Pontren Depag RI, 2007), him. 40.
25 Tim UIN Sunan Ampel Surabaya, Desain Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, IAIN SA Press,
2013), him.30-31.
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secara kategorikal antara keilmuan keislaman, sosial-humaniora, serta sains dan
teknologi.?®

Mencermati realitas pergerakan relasi agama dan sains ini, maka
sesungguhnya menarik untuk diteliti sesungguhnya menarik untuk diteliti bagaimana
membangun relasi antara sains (ilmu kelaman dan ilmu sosial) dan agama. Diantara
jawabannya adalah melalui pendekatan (approach) yang mempertemukan suatu
disiplin dengan agama di sisi lainnya. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, suatu
disiplin akan menjadi pendekatan dan lainnya menjadi objek kajian (subject
matter).?’

Dalam kaitan epistemologi ini, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah
mencetuskan konsep “menara kembar tersambung” (integrated twin tower) sebagai
project keilmuan keislaman ke depan. Konsep menara kembar tersambung dimaksud
adalah membangun struktur keilmuan yang memungkinkan ilmu keagamaan dan
ilmu sosial/humaniora serta ilmu alam berkembang secara memadai dan wajar.
Keduanya memiliki kewibawaan yang sama, sehingga antara satu dengan yang
lainnya tidak saling merasa superior atau inferior.?®

Sesuia dengan dasar filosofis dan epistemologis yang dikembangkan diatas
paradigma integrated twin towers seperti yang dijelaskan diatas, transformasi
kelembagaan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya
justru mengantarkan ilmu-ilmu keislaman untuk mengalami penguatan melalui
integrasi bersama keiluan sosial-humaniora serta sains dan teknologi. Model

paradigmatik integrated twin towers, seperti diuraikan diatas, justeru berpretensi

% Ibid., him. 30.
27 Ibid., him. 34.

28 Ibid.
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mwnjadi jawaban konkret bagi terhadap masih tersegresinya ilmu-ilmu keislaman
dari ilmu-ilmu sosial-humaniora bahkan sains dan teknologi.?®

Pada tataran operasional praktis, kerangka kurikulum berdasarkan paradigma
integrated twin towers yang dikembangkan di UIN Sunan Ampel Surabaya
digerakkkan melalui tiga pilar program akademik. Tiga pola program akademik
tersebut antara lain:
a. Penguatan llmu-ilmu Kesilaman Murni tapi Langka®

Dalam kaitan ini, penyelenggaraan akademik UIN Sunan Ampel Surabaya
ke depan diantaranya menunjuk kepada penguatan keilmuan keislaman murni
yang kini sudah tergolong langka (seperti kajian ilmu al-Qur’an, ilmu hadits,
ilmu figih, ilmu falak dan ilmu agidah), terutama dalam bidang keilmuan agidah
dan hukum Islam. Penguatan ini tidak saja melalui penajaman dan pendalaman
materi, akan tetapi juga pengayaan melalui praktikum secara riil di lapangan
pendidikan Islam di Indonesia maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian
akademik yang dikembangkan. Dengan penguatan model seperti ini, ilmuOilmu
keislaman murni yang tergolong langka akan dimaksimalkan untuk kembali
menjadi modal akademik yang sentral dalam kerangka penyelenggaraan
pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sebagai langkah awal, UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan
riview kurikulum dan sekaligus riset pasar atas kebutuhan praktis terhadap
keilmuan keislaman langka dimaksud. Salah satu poin yang dihasilkan adalah
bahwa di tengah kelangkaan sejumlah disiplin keilmuan keislaman dimaksud,
terdapat kebutuhan praktis masyarakat terhadap mereka, di antaranya adalah

ilmu falak. Kebutuhan pasar yang sudah dipetakan ini kemudian diselaraskan

2 Ibid., him. 40.
30 1bid., him. 41-42.
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dengan pengembangan kurikulum atas beragam keilmuan keislaman yang masuk
kategori langka ini. Dengan begitu, kedepan UIN Sunan Ampel Surabaya bisa
mencetak lulusan-lulusan yang mampu membuktikan diri kepada masyarakat
luas sebagai tenaga ahli di bidang ilmu-ilmu keislaman yang berkategori langka
namun menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan pilar kerangka pengembangan
kurikulum seperti ini, UIN Sunan Ampel Surabaya, alih-alih menjadi ancaman
bagi berkembangnya ilmu-ilmu keislaman, justeru aktif menjadi pelaku utama
pengembangan ilmu-ilmu kesilaman sesuai dengan kebutuhan akademik dan
sosial secara bersamaan.

b. Integrasi “Keilmuan Keislmanan Pengembangan” dan Keilmuan Sosial-
Humaniora.®

UIN Sunan Ampel Surabaya mengambil posisi akademik dengan
mengintegrasikan “keilmuan keislaman pengembangan” dan keilmuan sosial-
humaniora. Bentuk konkretnya di antaranya adalah bahwa pergerakan keilmuan
keislman pengembangan di UIN Sunan Ampel Surabaya ke depannya
diupayakan dengan menggunakan dua cara sekaligus, yakni melalui perspektif
sasaran kajian dan pendekatan.

Dengan pilar kerangka pengembangan kurikulum melalui pengintegrasian
“keilmuan keislmana pengembangan” dan keilmuan sosial-humaniora diatas,
perubahan kelembagaan dari IAIN ke UIN Sunan Ampel Surabaya bukan
menjadi ancaman bagi berkembanganyailmu-ilmu keislaman, melainkan justeru
merupakan upaya konkret untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman sesuai
dengan kebutuhan akademik dan sosial secara bersamaan. Bahkan, lebih jauh,

melalui model integrasi demikian, keilmuan keislaman pengembangan justeru

31 Ibid., him. 42-43.
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segera memiliki relevansi yang tinggi dengan kehidupan masyarakat, karena
tidak saja dekat akan tetapi juga memberikan jawaban terhadap kebutuhan riil
masyarakat.

c. Pembobotan Keilmuan Sains dan Teknologi dengan Keilmuan Keislaman®2

UIN Sunan Ampl menyadari bahwa setiap keilmuan memiliki standar
pencapaian tersendiri yang khas, satu dibanding lainnya. Oleh karena itu, terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan keilmuan sains dan teknologi secara
spesifik, UIN Sunan Ampel Surabaya bergerak secara serupa dengan institusi
pendidikan tinggi penyedia jasa layanan pendidikan keilmuan ini dengan
memberikan pembebanan sistem kredit semester (SKS) secara sama, yakni
dalam rentang 144 hingga 160 SKS. Beban perkuliahan model SKS ini menjadi
standar sistem perkuliahan yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang
mengambil studi keilmuan sains dan teknologi, baik secara kelembagaan
bernaung di bawah Fakultas Sains dan Teknologi (FSaintek) maupun Fakultas
lImu Kesehatan (FIK). Lebih dari itu, beban perkuliahan seperti ini
diselenggarakan untuk menjamin penguasaan mahasiswa terhadap standar
kompetensi dan kompetensi dasar atas keilmuan sains dan teknologi.

Namun demikian, yang membedakan standar lulusan mahasiswa dalam
studi keilmuan sains dan teknologi di UIN Sunan Ampel Surabaya dari lembaga
pendidikan tinggi lainnya adalah penguasaan akademik terhadap ilmu-ilmu
keislaman. Lulusan dari studi keilmuan sains dan teknologi UIN Sunan Ampel
Surabaya didesain dan diproyeksikan untuk memiliki pengetahuan, pemahaman
dan sekaligus keterampilan praktis tambahan atas ilmu-ilmu keislaman. Dengan

begitu, lulusan studi keilmuan sains dan teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya

32 Ibid., him. 43-44.
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memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif dibanding lulusan studi keilmuan
yang sama di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Lebih dari itu, lulusan studi
keilmuan sains dan teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya mampu melakukan
spiritualisasi keilmuan sains dan teknologi dengan mendekatkan keilmuan yang
dimaksud kepada semangat dasar ilmu-ilmu keislaman pada satu sisi, dan juga
mampu melakukan konkretisasi  keilmuan-keilmuan keislaman melalui

penciptaan instrumental nilai-nilai Islam lewat keilmuan sains dan teknologi.

B. Kajian Teori
1. Teori Birokrasi Max Webber
Organisasi-organisasi modern, juga sebagian organisasi kuno, diorganisasikan
berdasarkan teori Weber mengenai organisasi formal. Meskipun Weber menuis
karyanya pada tahun 1910, teorinya berfungsi dengan baik untuk memahami aspek-
aspek penting organisasi dari sudut pandang struktural Klasik, dan interaksi
komunikatif yang terjadi dalam konteks tersebut, bahkan dewasa ini. Meskipun
demikian, teori Weber telah dikritik dan diperbaiki, yang menghasilkan konsep-
konsep lebih canggih tentang fungsi organisasi. Namun, uraian Perrow (1973)
tentang umbuh dan jatuhnya teori birokrasi menunjukkan minat yang berlanjut
terhadap gagasan-gagasan Weber:

Awalnya, dengan pembahasannya mengenai efisisensi birokrasi, ia kurang
mmperoleh penghormamatan, bahkan permusushan. Semua penulis
menentang birokrasi. Namun diluar dugaan, ternyata para manager tidak
menentangnya. Ketika diytanya, mereka menjawab bahwa mereka lebih
menyukai arah komunikasi yang jelas, penjabaran yang jelas menganai
kewenangan dan tanggung jawab, dan penegetahuan yang jelas tentang
kepada siapa merek bertanggung jawab. Secara bertahap, telaah-telaah
menunjukkan bahwa organisasi birokratik dapat berubah cepat daripada

organisasi nonbrokratik, dan bahwa moral dapat meningkat bila terdapat
bukti yang jelas mengenai birokrasi.®

33 Charles Perrow, The Short and Glorious History of Organizational Theory.. dalam R. Wayne Pace dan Don F.
Faules, Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, cet. Ke-8 (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 45.
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Apakah ciri-ciri suatu organisasi terbirokratisasikan yang ideal? Analisis atas
karya Weber memberikan sepuluh ciri-ciri tentang suatu organisasi terbirokratisasikan
yang ideal sebagai berikut:**

a. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-
jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.
Jabatan-jabatan hampir selalu ditunjukkan dengan gelar-gelar seperti penyelia,
masinis, letnan, sersan, dosen, analis senior, pelatih.

b. Tujuan atau rencana organisasi terbagi kedalam tugas-tugas; tugas-tugas dalam
organisasi disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi.
Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab melekat pada jabatan. Deskripsi kerja
(job description) tentu saja merupakan salah satu metode untuk memenuhi
karakteristik ini. Suatu pembagian kerja yang jelas diantara jabatan-jabatan
merupakan implikasi ciri ini yang memungkinkan terciptanya derajat spesialisasi
dan keahlian diantara pegawai.

c. Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Yakni,
satu-satunya bahwa saat seseorang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-
tugas jabatan adalah ketika ia secara sah menduduki jabatannya. Weber
menyebutnya sebagai kewenangan legal. Kewenangan disahkan oleh kepercayaan
akan supremasi hukum. Dalam suatu sistem yang demikian, kepatuhan
didasarkan pada seperangkat prinsip, ukan seseorang. Ciri ini meliputi keharusan
mengikuti arahan-araan yang berasal dari kantor atasannya, terlepas dari siapakah

yang menduduki kantor lebih tinggi tersebut. Pemerintah, suatu pabrik, angkatan

34 Ibid., him. 46.
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darat, badan kesejahteraan, gereja, universitas atau suatu toko adalah contoh-
contoh organisasi yang berdasarkan kewenangan legal. %

Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis.
Hierarkinya mengambil bentuk umum suatu piramida, yang menunjukkan seitiap
pegawai bertanggung jawab kepada atasannya atas keputusan-keputusan
bawahannya serta keputusan-keputusannya sendiri. Ruang lingkup kewenangan
atasan atas bawahan secara tegas dibatasi. Konsep-konsep komunikasi keatas
(upward communication) dan komunikasi kebawah (downward communication)
mencerminkan konsep kewenangan ini, dengan informasi mengalir kebawah dari
jabatan yang memiliki kewenangan lebih luas ke jbatan yang memiliki
kewenangan lebih sempit.

Suatu sistem aturan atau regulasi yang umum tetapi tegas, yang ditetapkan secara
formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisai.
Banyak usaha administrator dalam organisai digunakan untuk menerapkan
regulasi umum tersebut kepada kasus-kasus tertentu. Kasus hipotetis dimana
kantor Internal Revenue Service menetapkan pajak anda adalah suatu contoh yang
baik, bila anda harus pergi ke kantor IRS untuk meminta keringanan pajak,
keputusannya kemungkinan besar akan dibuat berdasarkan suatu regulasi
(peraturan) yang menjabarkan aturan-aturan mengenai keputusan tersebut.
Petugas akan menerapkan peraturan ini pada kasus anda dan menerangkan berapa
besar pajak yang harus anda bayar. Peraturan membantu terciptanya keseragaman
operasi dan menjamin kelangsungannya terlepas dari perubahan pegawai.®
Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal —yakni peraturan-

peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. Pejabat diharapkan memiliki

* Ibid.
3 Ibid.
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orientasi yang impersonal dalam hubungan mereka dengan langganan dan pejabat
lainnya. Mereka harus mengabaikan pertimbangan pribadi dan tidak mudah
terpengaruh. Prosedur yang impersonal ini dirancang untuk menjaga perasaan
pejabat agar penilaian rasionalnya tidak menyimpang dalam menjalankan
kewajibannya.

g. Suatu sikap atau prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin merupakan
bagian dari organisasi. Agar individu dapat bekerja dengan efisiensi, mereka
harus memiliki keterampilan yang diperlukan dan menerapkan keterampilan
tersebut secara rasional dan energik; tetapi, bila anggota-anggota organisasi harus
membuat keputusan rasional secara independen, pekerjaan mereka tidak akan
terkoordinasi, menyebabkan kurangnya efisiensi dalam organisai. Individu yang
tidak menerima kewenangan atasan mereka, yang gagal melaksanakan kewajiban
yang dibebankan kepada mereka, dan yang menerapkan peraturan dengan
sembarangan, bukanlah orang yang sedang mengejar tujuan organisasi yang
konsisten dengan filsafat efisiensi, jadi, organisai membutuhkan suatu program
disiplin untuk menjamin kerja sama dan efisiensi. 3’

h. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan
organisasi. Keluarga anggota organisasi, misalnya, tidak dibolehkan
menghubungi pegawai selama bekerja. Sebagian organisasi banyak berkorban
untuk memperhatikan kehidupan pribadi pegawai agar pegawai secara penuh
memusatkan perhatian pada pekerjaaan mereka masing-masing. Banyak
perusahaan membelikan rumah bagi pegawainya, memperhatikan keluarga

mereka dilingkungan country club, dan tidak menganjurkan penggunaan telpon

37 Ibid., him. 47
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untuk urusan pribadi untuk memisahkan urusan pribadi dengan urusan
organisasi.*

Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis,
alih-alih koneksi politis, koneksi keluarga atau koneksi lainnya. Pejabat ditunjuk
untuk menduduki jabatan mereka alih-alih dipilih oleh sekelompok pemilih,
menyebabakn mereka bergantung kepada atasan mereka dalam organisasi.
Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis, kenaikan
jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Setelah melalui masa
percobaan, pejabat memperoleh kedudukan tetap dan terlindung dari pemecatan
sewenang-wenang. Pekerjaan dalam organisasi merupakan karier seumur hidup,
memberikan keamanan dalam hidup, memberikan keamanan dalam jabatan.

Ciri-ciri ini menghasilkan pengambilan keputusan yang rasional dan efisiensi

admnistratif. Ahli-ahli berpengalaman adalah orang-orang yang paling cakap untuk
membuat keputusan-keputusan teknis. Kinerja berdisiplin yang diatur dengan aturan-
aturan, regulasi dan kebijakan-kebijakan yang abstrak dan dikoordinasikan oleh
kewenangan hierarkis merupakan usaha yang rasional dan konsisten untuk mencapai

tujuan organisasi.

Teori Implementasi Kebijakan Model George Edward 11l

Menurut Keban bahwa “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofi,

sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”.

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:3°

3 Ibid.

39 Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota
Gorontalo”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1 (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2010), him. 55.
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a. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau
kondisi yang diinginkan.

b. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau
rekomendasi.

c. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui
cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya
yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan

d. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar
dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas
intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.
Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan
divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut
urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas
intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan,
monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses
kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan
kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan
bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan
dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan
optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk
kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan,

akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan
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tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang

diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi

pembuat kebijakan itu sendiri.*

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah.
Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-
ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh
Abidin, bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu
diperhatikan:

a. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam
pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif.
Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam
pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.

b. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan
dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat
diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.

c. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.

d. Rumusan kebijakan yang jelas.

Terdapat beberapa model dari implementasi yang telah dikemukakan oleh
banyak ahli, peneliti memilih model implementasi dari George Edward IIl yang
dianggap relevan sebagai pisau analisis penelitian. Edwards 111 (1980:1)
mengemukakan “In our approach to the study of policy implementation, we begin in
the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy
implementation?” (Dalam pendekatan kami untuk mempelajari implementasi

kebijakan, kita mulai secara abstrak dan bertanya: Apa prasyarat untuk implementasi

40 Ibid.
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kebijakan yang sukses?) Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards Il
menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan
publik, yakni: “Communication (komunikasi), resources (sumber daya), disposition
(kecenderungan) or attitudes (perilaku), and bureaucratic structure (struktur
birokrasi)”.*

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap
implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling
berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya
akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

Teori yang dipilih peneliti merupakan teori yang dianggap relevan sebagai
kacamata penelitian sehingga dapat mempertajam analisis data dan memberikan hasil
audit komunikasi yang jelas.

Teori birokrasi Weber menjelaskan bahwa di dalam organisasi diperlukan
struktur birokrasi yang didalamnya memuat tentang pentingnya sebuah jabatan yang
nantinya dari jabatan tersebut seseorang akan dapat melaksanakan deskripsi kerja dan
bertanggung jawab kepada atasan yang memberikan perintah serta bertanggung jawab
terhadap keputusan yang dirinya buat. Birokrasi juga berfungsi sebagai regulasi yang
menjaga keteraturan komunikasi baik komunikasi keatas dan komunikasi kebawah.
Fungsi regulasi yang lain adalah mengatur agar seorang staf atau karyawan tidak
mencampurkan kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi sehingga dapat fokus
menjalankan program atau kebijakan yang ada dalam organisasi.

Teori implementasi kebijakan perspektif model Edward 111 menjelaskan bahwa
suatu program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik di dalam organisasi apabila

komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku serta struktur birokrasi

4 Ibid., him. 56.
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diperhatikan dan dijaga dalam proses menjalankan sebuah program atau kebijakan

dalam organisasi.
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